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Nama sop Pelayanan Permohonan Informasi Publik

' Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5071);

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
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e Peraturan Menteri Dalam N-eéé-r:i Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;
Keterkaitan | Peralatan/Pedengkapan
| e Lembaran .Kerja dan
Rencana Kerja
e Term Of Reference
e Komputer dan
Jaringan Internet
e Printer dan Alat
e Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan/Pendataan

Regi;ter permnbhoné_h_ informasi publik menjadi bagi_anp;entmguntuk mengantisipasi
munculnya sengketa informasi publik

Disimpan dalam bentuk
softcopy dan hardcopy




tersedia meja layanan informasi
atau sudah terdapat di website
PPID (RIPD), maka langsung
diberikan kepada pemohon
informasi. Jika
informasi/dokumentasi yang
diminta (informasi public yang
dikecualikan dan/atau hanya

dan softcopy

langsung dan
setiap saat

PELAKSANA PENDUKUNG
NO KEGIATAN PEMOHON PPID DAN KOI\:;:?“NEN KETERANGAN
INFORMAS! RIPD PPID " ﬁ::;l:; . PERANGKAT KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DAERAH (PLID)

1 Permohonan informasi dapat 1) Formulir Pada hari dan Formulir
menyampaikan Permohonan | jam kerja untuk | Permohonan
permohonan/permintaan Informasi pemohon Informasi yang
informasi yang dibutuhkan baik yang informasi secara | telah diisi
secara langsung dan tidak tersedia di langsung dan lengkap dan
langsung meja setiap saat dilampiri

pelayanan untuk pemohon | fotocopy/scan
PPID atau informasi secara | identitas diri
yang langsung dan (NIK)
ditampilkan | setiap saat
di website
2) Fotocopy
atau scan
identitas diri
{NIK) dari
pemohon
informasi

2. Melakukan registrasi berkas Semua data- | Pada hari dan DIDP yang telah
permohonan informasi public. data jam kerja untuk | tersusun dalam
Jika dokumen/informasi yang 4 pemohon pemochon bentuk
diminta telah termasuk dalam informasi informasi secara | hardcopy dan
Daftar Informasi dan disimpan langsung dan softcopy
Dokumentasi Publik (DIDP) (dan dalam setiap saat
Informasi public yang dapat bentuk untuk pemohon
disalin/dicopy/digandakan) dan hardcopy informasi secara




bisa dilihat dan diketahui, maka
berkas pemohonan
disampaikan kepada PPID atau
PPID Pembantu melalui PLID
untuk di berikan jawaban dan
penjelasan atas informasi yang
diminta

PPID meminta kepada
komponen atau Perangkat
Daerah (dalam hal ini PLID)
untuk memberikan informasi
atau dokumen yang sudah
termasuk dalam DIDP kepada
PLID utama dengan Persetujuan
PPID untuk diberikan kepada
pemohon informasi. Komponen
atau perangkat Daerah
memberikan informasi atau
dokumen yang dimaksud
kepada PPID atau PPID
Pembantu

&

DIDP (Daftar
Informasi dan
Dokumentasi
Publik) yang
telah ditetapkan
oleh komponen
atau Perangkat
Daerah, (PILD)
dengan
disahkan PPID
Pembantu

10 (sepuluh)
hari kerja sejak
permohonan
informasi
diterima oleh
PPID

DIP

Memberikan informasi atau
dokumen yang diminta oleh
pemohon informasi yang telah
menandatangani Tanda Bukti
Penerimaan Informasi atau
Dokumen

Informasi atau
dokumen yang
diminta oleh
pemohon
informasi

Perpanjangan
permohonan
informasi
adalah 7 (tujuh)
hari kerja

Informasi publik
yang diminta
oleh pemohon
informasi
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7 Keterkaitan

. W'Per'éttrirén Méﬁteri Dalam Neg-eri”Nt‘)mor 3 Tahun 2017 Pedomanﬁ Pengelo“iaa-n
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

e Peraturan Komisi Informasj Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2
Tahun 2010);

e Keputusan Bupati Magetan nomor 183/62/kept/403.013/2019 tentang
Pembentukan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magetan;

Peralatan/Pedengkapan

e Llembaran k;fjé”dahkﬁéh-tana Kerja
e Term Of Reference

e Komputer dan Jaringan Internet
e Printer dan Alat

' o Tulis Kantor

Peringatan

Regl;,ter permoﬁ-(_)"ﬁan mformampubllkmenjadl baglanpe—ntlnguntuk mengant;srpam
munculnya sengketa informasi publik

Pencatatan/Pendataan

“[ﬁsimpan dalam bentuk softcopy dan

hardcopy




terlayaninya permohonan
informasi yang dibutuhkan
dan/atau tidak diumumkan
informasi wajib sebagaimana
pasal 9 UU KIP melalui :

1)

2)

3)

Datang langsung dan
mengisi formulir
permohonan
pengajuan keberatan
informasi public
dengan melengkapi
fotocopy identitas diri
(NIK)

Melalui website dengan
mengisi formulir yang
telah diunduh dan
menyertakan scan
identitas diri (NIK)
kemudian dikirim ke
alamat email PPID yang
tertera di website
Mengirim fax formulir
permohonan informasi
yang telah diisi lengkap
disertai dengan fax
identitas diri (NIK) ke
nomor fax PPID

2)

informasi yang
tersedia di meja
pelayanan PPID
atau yang
ditampilkan di
website dan
dapat diunduh,
lengkap dengan
fotocopy atau
scan identitas
(NIK) dari
pemohon yang
mengajukan
keberatan

Bukti pengajuan
keberatan tanpa
melalui proses
permohonan

oleh PLID dengan
mengcrosscheck
data pengajuan
permohonan
Dan/atau karena
tidak mengumumkan
pasal 9 KIP

PELAKSANA PENDUKUNG KETERANGAN
NO KEGIATAN ———— PPID DAN KOI\ZI;%NEN
INFORMASI RIPD PPID PE“:;::LTU PERANGKAT KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DAERAH (PLID)
1. Permohonan informasi 1) Formulir 1 hari kerja | Verifikasi atau Keberatan
menyampaikan pengajuan Permohonan pemeriksaan yang tidak
keberatan atas tidak keberatan pengajuan keberatan | diumumkan

secara berkala
sebagaimana

pasal 9 UU KIP
hanya berlaku
di PPID Utama




1) Mencatat pengajuan 1) Buku register 1 hari kerja | Daftar pengajuan

keberatan dari pengajuan keberatan pelayanan

pemohon/peminta keberatan Informasi yang telah

informasi yang mengajukan 2) Formulir di file dalam bentuk

keberatan, dan/atau pengajuan hardcopy dan

langsung mengajukan keberatan softcopy

keberatan sesuai ketentuan

UU KIP
2) Melakukan registrasi

formulir pengajuan

keberatan pelayanan

informasi dan

menyampaikan pengajuan

keberatan kepada atasan

PPID
Memeriksa formulir pengajuan Berkas pengajuan 1 hari kerja | Koordinasi dengan
keberatan dari pemohon keberatan PPID dan PPID
informasi dan memerintahkan pelayanan pembantu(melalui
PPID dan PPID pembantu untuk informasi yang PLID) sebelum
menjawab permohonan telah dilengkapai menyampaikan ke
informasi atasan PPID

1) Memilah pengajuan 1)Berkas pengajuan | 3 hari kerja | Tanggapan tertulis

Keberatan keberatan atasan PPID
2) Menanggapi dengan pelayanan disampaikan kepada
menguatkan atas jawaban ¥ informasi yang PPID dan PPID
PPID melalui PLID telah diisi Pembantu melalui
3) Menanggapi dengan dilengkapi PLID untuk
memperbaiki Jawaban PPID 2)DIDP yang telah menyiapkan kepada
melalui PLID diumumkan dan pengajuan

dilengkapi Keberatan




4) PLID melalui RPID
menyampaikan tanggapan
kepada pengajuan
keberatan

dengan
pertimbangan
tertulis

3)Daftar informasi
public yang
dikecualikan
dengan uji
konsekuensi dan
uji kepentingan
publik

Menyampaikan tanggapan
tertulis, baik melalui surat,
email, atau lainnya sesuai
dengan pengajuan keberatan

1)

2)

3)

Mengkoreksi atau
memperbaiki jawaban
PPID melalui PLID
dengan memberikan
informasi baru yang
dapat disalin/dicopy
dan/atau boleh melihat
dan mengetahui
Menguatkan jawaban
PPID melalui PLID
dengan bukti
pendukung sesuai
jawaban PPID
sebelumnya
Menanggapi pengajuan
yang langsung
keberatan sesuai
dengan ketentuan UU
KIP melalui Tim
Pertimbangan

1) Informasi public
yang diberikan
dengan
disalin/dicopy
dipastikan
masuk klasifikasi
terbuka dan
wajib
diumumkan
sesuai pada
dokumen DIDP

2) Informasi public
yang hanya
boleh dilihat
dan diketahui
dipastikan
masuk klasifikasi
terbuka dan
wajib tersedia
setiap saat
sesuai pada
dokumen DIDP

3 hari kerja

1) Tanggapan atas
pengajuan
keberatan

2) Diberikan atau
dilihatkan
pertimbangan
tertulis untuk
informasi public
yang terbuka dan
wajib diumumkan
dan/atau hanya
bisa dilihat dan
diketahui ditolak
dengan uji
konsekuensi dan
uji kepentingan
public untuk
informasi yang
dikecualikan

3) Informasi public
yang dikecualikan
dipastikan sudah
ada penetapan
atas uji
konsekuensi dan
uji kepentingan
publik




